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PERATURAN WALi KOTA KOTA PAGAR ALAM 

NOMOR II TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PAGAR ALAM, 

a. bahwa dengan akan berakhimya periode masa 

jabatan Walikota Pagar Alam pada Tahun 2023 dan 

untuk melaksanakan lnstruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi 

Baru, perlu menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2024-2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 
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Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 88, Tumbnhan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tnhun 

2004 tentang Sislem Perencanaan Pembangunnn 

Nasional jLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 jLembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 ten tang Pemerintahan Daerah jLembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nornor 10); 



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tuhun 

2004 tentang Sistem Perencannan PcmbnngunAn 

NasionaJ (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 

2004 Nomor l 0, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

EvaJuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Norn or 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 
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P ·mbnngunnn ,Jnngkn Pnnjnng Ducrnh dun Rencuno 

Pcmbnngunnn Jungak Mcncngah Dacmh, scrta Toto 

Curo Pcrubnhun Rcncona Pcmbangunon Jangka 

Panjung Dncrah, Rcncona Pembangunan Jungka 

Mcncngnh Daeruh, clan Rencana Kcrja Pcmerintah 

DReroh (Bcritu Ncgnra Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor l 3 I 2); 

JO. Peraturan M nteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tcntang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 90 Tahun 2019 

tcntang Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1781); 

13. Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 202 l Ten tang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

lnventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 

2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah) Kola Pagar Alam Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 

6 Seri E); 



Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANO RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-

2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraluran Dacrah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Pagar Alam; 

2. Wali Kata adalah Wali Kata Pagar Alam; 

3. Pemerintah DaeraJ1 adalah WaJi Kola sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerinlahan yang menjadi 

kewcnangan dacrah otonom; 

4. Pcrangkal Daerah adalah unsur pcmbantu WaJikota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan urusan Pcmerintahan yang menjadi 

kcwenangan daerah yang terdiri dari Sckretariat 

Daerah, Sekretarial DPRD, lnspektoral Daerah, Dinas 

Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan; 

5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2024-2026 dokumen yang selanjutnya disingkat RPO 

Tahun 2024-2026 adaJah dokumen perencanaan Kota 

Pagar Alam untuk priode 3 (Tahun} terhitung sejak 

Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. 

PasaJ 2 

RPD Tahun 2024-2026 memuat strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, serta progran1 Perangkat Daerah 

dalan1 jangka waktu 3 (tiga} tahun dari Tahun 2024 sampai 

dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari 

Tujuan dan Sasaran Daerah yang mendasarkan pada arah 

pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD} Tahun 2005-2025. 
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Pasal 3 

Maksud disusunnya RPO Tahun 2024-2026 yaitu scbagoi 

acuan rcsmi bagi Pcmcrintah Kola dan DPRD dalam: 

a. penyusunan RKPD; 

b. pcnyusunan Renstra Perangkat Daerah; 

c. pcnyusunan Renja Perangkat Daerah; dan 

d. penentuan pilihan-pilihan program kcgiatan taJ1unan 

Dacrah yang akan dibahas dalam rangkaian forum 

Musyawarah Percncanaan Pembangunan Daerah 

secara bcrjenjang. 

BAB II 

SJSTEMATIKA 

Pasal 4 

p) Sistematika RPO Tahun 2024-2026 sebagaimana 

dimaksud Pasal 2 meliputi: 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB Ill 

d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VJ 

g. BAB VJI 

h. BAB VIII 

i. BAB IX 

Pendahuluan; 

Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

Gambaran Keuangan Daerah; 

Pennasalahan dan Jsi Strategis 

Daerah; 

Tujuan dan Sasaran; 

Strategi, Arah Kebijakan dan Program 

Pembangunan Daerah; 

Kerangka Pendanaan pembangunan 

dan Program Perangkat Daerah; 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; dan 

Penutup 

(2) Uraian lebih lanjut sistematika RPD Tahun 2024-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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(I) Woli l<olo mclukukon pcngcndolion don cvuluu i 

pclaksanann RPO Tohun 2024 -2026 yong 

dilaksanaknn olch l(cpala Badon Pcrcncunoon 

Pcmbangunon Docrah. 

(2) Pcngcndalian scbagaimano dimaksud pado ayut (I) 

rncliputi: 

a. kcbijakan pcrcncanaan RPO Tahun 2024 -2026; 

b. pclaksanaan RPO Tahun 2024-2026. 

(3) Evaluasi scbagaimana dimlksud pada ayat (I) meliputi: 

a. kebijakan percncanaan RPO Tahun 2024-2026; 

b. pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026; 

c. hasil RPO Tahun 2024-2026. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPO 

Tahun 2024-2026 sebagajmana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BABIV 

PERUBAHAN RPO TAHUN 2024-2026 

Pasal6 

(I) Perubahan RPO Tahun 2024-2026 dapat dilakukan 

apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 

tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Oaerah sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup 

antara lain terjadinya bencana alam, goncangan 

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah, 
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pcrubahan kcbijakan nasiona.1 atau perubahan 

kcbijakan Provinsi Sumalcra Selalan; dan/atau 

d. bcrtenlangan dengan kebijakan Nasional dan 

Provinsi Sumatera Sclatan. 

(2) Perubahan RPO Tahun 2024-2026 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dilctapkan dengan Pera tu ran 

Wali Kola. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggaJ 

diudangkan 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan WaJi Kola ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Pagar Alam. 

Ditetapkan di Pagar Alam 

pada tanggaJ, ?- I l'l"l"U~ 'drJ?"'!. 

WALi KOTA PAGAR ALAM, 

lLPIAN MASKONI 

Diundangkan di Kota Pagar Alam 

pada tanggal, )-1 ~• 'lO'r"> 

SEK~RJS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, 

SAMSUL BAHRI 

BERJTA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR /I 




